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BAB V                                                                                                                            

PENUTUP 

1.7 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya mengenai implementasi SEMA No. 03 Tahun 2023 di 

Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Deskripsi Perkara Nomor 135/Pdt.G.2024/PA.Pdg 

Putusan Hakim Nomor Perkara 135/Pdt.G/2024/PA/Pdg menyatakan 

perceraian antara penggugat dan tergugat yang menikah pada 25 

November 2023, menetap bersama selama satu setengah bulan namun 

hanya berbagi kamar dua malam dan melakukan hubungan intim dua 

kali,. akibat masalah kesehatan mental penggugat (depresi dan 

ketakutan terhadap tergugat) serta komunikasi buruk yang 

menimbulkan perselisihan berkelanjutan. Yang membuat Hakim 

mengabulkan perkara yang mana tidak sesuai dengan SEMA No.3 Tahun 

2023. 

2. Pandangan Hakim terhadap SEMA No. 03 Tahun 2023: 

  Hakim memandang SEMA No. 03 Tahun 2023 sebagai pedoman fleksibel 

berdasarkan asas manfaat, tanpa harus terpaku pada pasal tertentu jika 

fakta hukum menunjukkan masalah pelik yang sulit diurai cepat. Batas 

waktu 6 bulan dianggap sebagai "senjata" bagi pihak lawan yang 

keberatan diceraikan, namun jika perdamaian mustahil, hakim memiliki 

diskresi untuk terobosan hukum demi keadilan substansial. 

3. Alasan Hakim mengabulkan Perkara Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg 

meskipun masa pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan adalah: 

Hakim memprioritaskan kemaslahatan rumah tangga atas formalitas 

waktu, menganggap menunggu masa pisah 6 bulan (SEMA) percuma 

karena tidak ada harapan rukun dan hubungan tidak harmonis 
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menambah mudharat. Situasi dikategorikan sebagai KDRT psikis 

berdasarkan UU No. 23/2004, akibat ketidakpahaman termohon 

terhadap depresi pemohon dan tindakan meninggalkan rumah yang 

memberikan tekanan psikis pada suami. Dengan pernikahan rukun 

hanya 4 hari dan kebersamaan 50 hari, gagal mencapai tujuan keluarga 

sakinah mawaddah warahmah; termohon setuju diceraikan, sehingga 

permohonan dikabulkan. 

5.2 Saran  

   Setelah melakukan penelitian yang telah dituangkan dalam penulisan 

skripsi ini, penulis merasa perlu memberikan beberapa saran yang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan sebagai berikut: 

1) Hakim di Pengadilan Agama Padang kelas 1A harus memberikan 

panduan penting tentang SEMA No.3 Tahun 2023 batas waktu pisah 

tempat tinggal minimal 6 bulan dan KDRT. Supaya masyarakat paham 

arti pentingnya pernikahan dan mengerti syarat yang harus dipenuhi 

jika mengajukan cerai di Pengadilan Agama Padang. 

2) Dalam mengadili perkara perceraian, majelis hakim diharapkan dapat 

merujuk pada SEMA No. 3 Tahun 2023 meskipun tidak memiliki 

kekuatan mengikat seperti Undang-Undang, tetap dapat berfungsi 

sebagai pedoman atau faktor pendukung yang memperkuat dasar 

hukum  dalam keputusan yang diambil oleh hakim. 
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